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(Ardi Dedel Saputea, 03 140 240, 100 halaman, Fakultas Huloom UNAND,
2009)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk dan plural, termasuk
pluralitas agama. Hal ini memungkinkan terjadinya persinggungan antar paham-
raham keagamman baik intern dalam agama maupun secara lintas agama. Salah
salu darl persinggimgan itu adalab munculnya alimn/kepercayaan vang didugn
berentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah diyvakini
kebenarannya dalam masyarakat dan tidak jarang menimbulkan penolakan ying
berakibat pada timbulnyva gangpunn ketertiban dan ketentraman umum, Guna
mengatasi masalah i, maka pemerintal mengelvarkan UL Na, |Pops/1963
lentang pencegoahan penyalahgunaan danfolau penodaan spama vang pada salah
satu pasalnyn memerintabkan pembentuk undang-undang untuk menambahkan
salu pasal dalam KUHPidana yitu Pasal 1562, Penclitian ini pada prinsipnys
menppambarkan bagaimana bentuk dard penodian agama di Indonesia khususnva
di kora Padang yang dilakukan oleh aliran Al-Qiyadah Al-Tslamival. Dari latar
belakang tersebat timbul permasalahan vang diteliti antara lain: 1y bagaimanakah
kosus posisi Al-Qivadah  Al-Islamivah di Padang, 2) bapaimanakah proses

-

perulilan terhadap kasus Al-Qiyvadah Al-islamivah di padang. ) apakah proses
peradilan kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang sudah sesuai dengan prosedur
ataw ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisannya, penelitian
dikemas dalam bentuk deskriptif vaitu cara penelitian yang mengrambarkan
seeara lenghkap dan jelas tentang persoalan vang diteliti denean pendekatan vueidis
nommalil, Penelitian bertwjuan untuk mempereleh data primer dan data sekunder
berdasarkan penelitian dokumen don kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan
batrwar 1} alivan Al-Qiyadab Al-Islamivah telah beroperasi di kota Padang dan
mendapat respon penolakan dar masyarakat kota Padang, 2) proses peradilan
techadap aliran Al-Qtiyadab Al-lslamivah di padang menghasilkan putusan yang
menyatakan babwa terdakwa beesalal dan dijatuli hukuman penjara selama 3
(tignd tabun, 3} dalam peloksanaan peradilan kasus Al-Qivadah Ad-Islamivah
dinilai cacat procedural, karena dard awal proses hukum. terjadi penyimpangan
aturan, yaitu UL Mo, 1/Pnps/L963. Guna perbaikan ke depan pertu diperbatikan
aturan hukum secara imparsial terutama vang berkaitan dengan masalah/perkara
sehingga peradilan yang adil dan fair dapat terlaksana,



BADB I

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Masalah
Setiap wargs MNepara Indencsin pada dosarmya mempunvai kedudukan
vang  sama di depon bukum, dan bebas  umiuk menganut zgama dan
kepercaysannya masing-masing, Namun demikian kebebasan terscbut bukan
berarli dapal meloksanakan kebebasan dengan sesukanya tanpa mengindalikan
aqicah keagamaan yang dilaksanakan olch pihak lain, terutama terhadap kegintan
i i i ; i
keagamaan vang resmi diskui oleh pemerintal: Repubilik Indonesia.
L3 dalam Undang-undany Dasar Negars Republik Tndenesio Tahun 1045
Amandemen 1V pasal 28 E avat (1) (2) dan (3) dinvatakan bahwea;

(1) Setap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurt agamanya.
memilih pendidikan dan pengayoman, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tingeal di wilavah nesara dan
meninggalkannya dan berhuk kembali.

(2} Setiap orang  berhak  atas kebebasan  mevakini kepercayvaan,
menyatakan fikirao dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

{3) Setiap orang  berhak atas  kebebusan  berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapal.

Lebib tegasnya, UUD 1945 menvatakan dalam Bab XI lentang asama,

yaitu pasal 28 ayar (13 dan (23 UUD 1943 vang isinva: {17 Negara berdasarkan
atas ketohanan Yang Maba Esa®™ (2)"Negara menjomin kemerdekaan tinp-tinp

penduduk vmuk memeluk apamanya masing-masing dan untuk beribadar menurut

agama dan kepercayvagnnya itu™.

" Wisnu Subros, 2008, eedsan Peclindungan Hibm dan HAM gk Kehebasan
Burpgama  dok Beriladal Mesernt Ageamor e Kevadingn, (makalah) dalun seminar bidong
hskum Dewean Pertimbangan Presiden, Jakara, hal 2



selain i pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusin menvatakan
bahwa:

“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir, berkeyvakinan dan
berngama, Hak inl termasuk kebebason untuk merubal apama dan
kepereayaannya, bisa dimiliki secara sendiel atau bersama orang lain
dalam komunitas, dan secara publik atau privat, untuk memanivesiasikon
agamanyn alau kepercayaannya  dalam pengajaran,  pengamalan,
penvembaban, dan peribadahan™.

Pasal 22 Undang-undang No39 Tabon 1999 rentang HAM  juga
menyatakan bal yang sama bahwe “Sctiap orang bebas memeluk agamanya
masing-masing dan beribadih menurot agama dan kepercayvaannya i, “Neparn
menjamin kemerdekoan setiap orang memeluk agamanya dan kepercavaannyva
TET

deberapa Retentuan-ketentuan tersebut i atas menunjukkan adanva
jaminan yang diberikan kepada sctiap orang atan warga negara untuk hebas
memeluk agama dan beribadat menurat agamanya, dan bebas unuk meyakin
kepercavaannva, Tetapi jups harus disadari bahwa dalam pelaksanaan hak-hak
atau kebebason tersebut bukan berarti tidak ada hatasannya. Pasal 281 ayat (2)
LI P04 meneraskan bahwa;

“Dalam menjalunkan hak dan kebebasannva, seliap omang wajib tunduk
kepada pembatasan vang ditetapkan depgan  undang-undang  denpan
maksud semata-mata untuk menjamin penpakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi wotutan vang adil
sesual lenpan pertimbangan moral, oilai-nilai apama. keamanan, dan
keterliban umum dalan suatu masyvarakst demokratis™,

Demikian juga pasal 70 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asast Manuosi menepaskon adanya pembatasan:

“Dalam  menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib wnduk
Repisla pembatasan yang ditetapkan oleh undang-vndang dengan maksud

=5



BAR TV

PENLUTULP

A, Kesimpulan

Berdosarkan pembahasan vang telah divraikan pada Bab terdahuly, maks

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

-

Bahwa kasus posisi Al Qivadab, terdapat fakta bahwa mereka tidak pemith
mendapatkan fatwa MUT sebelum tefadinya demonstrasi pada tangpal 2
Oktober 2007, bahkan pelaranpan dari Tim PAKEM Sumbar diketahui
uleh orang-orang Al-Qivadah dari berita di media massa dan elekironik:
Bahwa proses peradilan terhadap mantan pemimpin Al-Qivadah Al-
[slamivah di Padang -tidak  seharusnva terodi, karena sebelum ady
pelarangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Wegeri
mereka sudah menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan Al
Uivadah Al Eslimivah sesusi dengan UL No.lPaps/1965, schingps
seharusnya proses peradilan tidak dapot dijalankan:

Bahwa proses peradilan kasus Al-Qiyadah Al-Tslamivah di Padang belum
sesual dengan prosedur atan ketentuon vang hukum yang berlake di
Indonesia, wrutama dalam hal pelaksanaan prinsip wama dalam hokoes

pidann yaity asas lepalitas.

E. Saran

1,

Dibarapkan bagi para pencgak hukum agar lebib cermat dalam membaca

siluasi darl setiap kasus pidana vang berkaitan dengan penodaan terhadap



I

fard

stilu agama, terutama posist kasusoya apakab sudah memenuhi
persvaratan untuk dilakukan proses peradilan atau belum bisa di proses,
Aparat penegak hukum dibarapkan tidak banya melibat bakwe telah terjali
penodaan terhadap suatu agama, tetapi juga hars memperbatikan proses
hukum dan aturan hukum vang mengatur,

Kelepnsan  aparat penegak hukum  harus jelas  ditunjukkan kepada
masyarakat berkmian dengan proses peradilan terhadap kases tindak
pidana penodaan agama, schingga kedepan tidak lagi terjadi peradilion
yang “tidak adil doan f2ir” seperti vang dicila-citakan oleh founding fathers
Indonesia;

[ndonesia sebagai negara hukum dengim sistem Eropa Kontinental, maka
dibarapkan kepada aparst penesak bukum tidak melakukan interpretas)
terhadap ondang-undang serta memutuskon  sesuatu barus  didosarkan
kepada aturan yang ada, sesuai dengan prinsip utama dalam hukum pidana
varle asas logalitas,

Diharapkan kedepan pembentuk undang-undang dapat meninjau kenihali
mengenal aturan vang mengatur fentang penodpan agama dan dlapad
melahirkan suaty pernturan vang jelas dan tegas vang  tidak g
menimbulkan penalsiran yang beragam i dalam masyarakat, sehingga

Wjuean ketertiban dan ketentraman umum di Indonesia dapat tercapai,
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